PUTUSAN 
Nomor: 4602 K/Pdt/1998 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah 

mengambil putusan sebagai berikut: 

1. Pr. TI MAKKAH binti TGK. BEN, dalam 
hal ini diwakili oleh kuasanya Ismail 
bin Idris, berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal 10 Oktober 1997: 

Pa SYARIFUDDIN bin SALEH, keduanya 
bertempat tinggal di Desa Geulanggang 
Teungoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten 
Aceh Utara, para Pemohon kasasi 
dahulu para Penggugat/ Pembanding: 

Melawan: 

1. MUHAMMAD bin HASAN: 

2. H. ISMAIL bin ARIFIN, keduanya ber- 
tempat tinggal di Desa Geulanggang 


Teungoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten 





Aceh Utara: 

3. PEMERINTAH - RI, Cg. MENTERI DALAM 
NEGERI, cg. Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat II Aceh Utara, cg. Camat 
Kecamatan Jeumpa, cg. Kepala Desa 
Geulanggang Teungoh, para Termohon 
kasasi dahulu para Tergugat / Ter- 
banding: 

Mahkamah Agung tersebut: 


Membaca surat-surat yang bersangkutan: 


Menimbang.......... 





Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut 
ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi sebagai 
para Penggugat asli telah menggugat sekarang para 
Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka 
persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya 
atas dalil-dalil: 

bahwa dalam tahun 1950-an datanglah Tergugat 
asli I dan II untuk meminjam tanah kepada Penggugat 
asli I dan suaminya (almarhum) dengan alasan untuk 
dipakai sementara, dimana tanah itu sekarang 1/2 
(seperdua) dari obyek sengketa yang sebelah barat, 
selanjutnya para Tergugat asli menjumpai kakek Penggu- 
gat aSli II (almarhum) dengan alasan yang sama juga 
mengijinkan untuk dipakai tanahnya 1/2 (seperdua) dari 
obyek perkara sebelah timur, sehingga seluruh tanah 
tersebut secara utuh dipakainya, adapun letak, batas- 
batasnya seperti tersebut dalam gugatan: 

bahwa dalam tahun 1980-an secara serta merta 
baik bekerja sama dengan para Tergugat asli maupun 
sendiri-sendiri telah dikuasai oleh Tergugat asli III: 

bahwa penguasaan tanpa seijin dan sepengetahuan 
para Penggugat asli tersebut adalah perbuatan melawan 
hukum, maka adalah wajar jika para Tergugat asli dihu- 
kum untuk mengembalikan tanah sengketa yang belum 
dibagi waris tersebut dalam keadaan kosong dan terlepas 
dari segala ikatan hukum dengan Siapapun: 

bahwa bahwa oleh karena tindakan para Tergugat 
asli tersebut secara melawan hukum, maka patut dan 


wajar apabila tanah sengketa tersebut diletakkan sita 


jaminan: 


bahwa untuk menjamin agar para Tergugat asli 
tidak lalai melaksanakan putusan ini, maka para Tergu- 
gat mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah): 
bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para 
Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri 
Bireuen untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut: 
Primair: 
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya: 
2. Menyatakan 1/2 (setengah) dari tanah terperkara yang 
sebelah barat adalah sah milik Penggugat I/Suami 
(Idris bin Lambot almarhum) yang masih berupakan 
boedel warisan: 
3. Menyatakan 1/2 (setengah) dari tanah terperkara yang 
sebelah Timur adalah sah milik kakek Penggugat II 
(Waki Ali almarhum) peninggalan yang masih merupakan 
boedel warisan yang belum dibagikan: 
Menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat 


menguasai tanah terperkara secara terus menurus dan 





memperuntukkannya kepada hal-hal yang tidak diijin- 

kan para Penggugat, adalah merupakan tindakan dan 

perbuatan melawan hukum: 

5. Menyatakan segala macam surat yang dibuat dan di- 
miliki para Tergugat Sejauh menyangkut dengan tanah 
terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan 
hukum: 

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh 
JuruSita pada Pengadilan Negeri Bireuen atas tanah 
terperkara adalah sah, kuat dan berharga: 

1. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah 


terperkara kepada para Penggugat dalam keadaan 





kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan 
Siapapun: 
8. Menghukum para Tergugat I dan II untuk patuh dan 
taat pada isi dan bunyi putusan dalam perkara ini: 
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa 
atas keterlambatan mentaati isi dan bunyi putusan 
dalam perkara ini senilai Rp.100.000,- (seratus ribu 
rupiah) setiap harinya atas hal tersebut terhitung 
sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai 
putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap: 
10.Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya 
yang timbul dalam perkara ini secara tanggung- 
menanggung: 
11.Dalam peradilan yang baik kami mohon putusan yang 
Seadil-adilnya serta memenuhi rasa keadilan yang 
Sesungguhnya: 
bahwa terhadap gugatan para Penggugat asli 
tersebut oleh para Tergugat asli telah diajukan eksepsi 
dan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya adalah seba- 
gai berikut: 
Dalam Eksepsi: 
bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena 
mengenai batas-batas obyek gugatan berbeda dalam fakta 
sebelumnya bukan seperti yang disebutkan dalam surat 
gugatan Penggugat: 
bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subyek 
hukumnya, karena tidak turut digugatnya Pengurus Organ- 
isasi Persatuan Sepakbola Sinar Muda (PSSM) yang meng- 
gunakan obyek sengketa dan Badan Pertanahan Nasional 


yang telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa terse- 


nat 





Dalam rekonpensi: 
bahwa apa yang terurai dalah pada bagian atas 
mohon dianggap termasuk dalam gugatan rekonpensi ini: 
bahwa dengan adanya gugatan Tergugat rekonpensi, 
maka Penggugat rekonpensi sebagai anggota lembaga di 
Desa merasa malu dan kehilangan kepercayaan dari ma- 
Syarakat, sehingga tidak berlebihan apabila Tergugat 
rekonpensi dihukum membayar ganti kerugian sebesar 
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah): 
bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat rekonpen- 
S1 mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta milik 
Tergugat rekonpensi: 
bahwa berdasarkan uaraian tersebut diatas Peng- 
gugat rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri 
Bireuen untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut: 
-- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk 
seluruhnya: 
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan 
Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu dengan 
putusannya tanggal 12 Pebruari 1998 No. 34/Pdt.G/1997/ 
PN. Bir., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
Dalam Eksepsi: 
-- Menolak Eksepsi dari kuasa Tergugat-tergugat terse- 
Out: 
Dalam Pokok Perkara: 
-- Menolak gugatan Penggugat-penggugat tersebut untuk 
seluruhnya: 
-- Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar segala 
biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah 


Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu 


rupiah): 





Dalam Rekonpensi: 


Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/ 


Tergugat konpensi: 


Menghukum Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi 
untuk membayar segala biaya yang timbul dalam 
gugatan rekonpensi ini sejumlah Rp. (nihil): 
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para 
Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda 
Aceh dengan putusannya tanggal 16 Juni 1998 No.61/Pdt/ 
1998/PT.Aceh: 

bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan 
kepada para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 30 Juni 
1998 kemudian terhadapnya oleh para Pengggugat / Pem- 
banding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat 
kuasa khusus tanggal 10 Oktober 1997, diajukan permoho- 
| nan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 1998 seba- 
| gaimana ternyata dari akte permohonan kasasi 
No.12/Pdt.K/1998/PN.Bir. yang dibuat oleh Panitera 
Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana kemudian 
disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan 
yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut 
pada tanggal 15 Juli 1998: 

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/ Pembanding 
yang pada 18 Juli 1998 telah diberitahukan tentang 
memori kasasi, dari para Tergugat/Terbanding diajukan 
jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan 
Pengadilan Negeri pada tanggal 30 Juli 1998: 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo beserta 
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan 
dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 


cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh 


karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat 


diterima: 


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diaju- 


kan oleh para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya 


tersebut pada pokoknya ialah: 


5 





bahwa judex facti telah keliru menerapkan hukum, 
karena mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim 
pertama, yang secara jelas telah menunjukkan keke- 
liruannya dalam memberikan penilaian atas alat bukti 
dari kedua belah pihak, yang dalam hal ini kete- 
rangan saksi Pemohon kasasi yang mengetahui secara 
gamblang atas tanah terperkara, selanjutnya juga 
terhadap eksistensi alat bukti pihak Termohon kasasi 
(T.I dan T.II) Majelis Hakim tidak memberikan peni- 
laian tentang asal-usul kewenangan dan hak-hak 
pewakaf: 

bahwa Majelis Hakim pertama telah membuat kekeliruan 
dalam menilai fakta dipersidangan, dan kesalahan 
tersebut diulangi oleh Hakim banding dengan alasan 
telah tepat, kekeliruan mana jelas, menurut fakta 
dipersidangan menyatakan penguasaan tanah obyek 
terperkara berlangsung cukup lama dari Ayah/ suami 
Pemohon kasasi dan diperoleh dari Bapaknya (dari 
generasi sebelumnya), kenyataan/fakta dipersidangan 
ini dinilai oleh Hakim pertama hanya sebagai peme- 
gang saja (bezitter), pertimbangan yang demikian itu 
berakibat fatal bagi Pemohon kasasi: 

bahwa Majelis Hakim pertama juga telah keliru dalam 
menarik kesimpulan atas fakta dipersidangan tetang 
penguasa pada waktu itu dikenal dengan nama ulee 
balang, ulee balang ini memang menguasai tanah-tanah 


disekitarnya........ 





disekitarnya (feodalis), akan tetapi ayah/suami 
Pemohon kasasi hanya menguasai tanah terperkara 
saja, sedangkan tanah disekitarnya dikuasai oleh 
pihak-pihak lain, sehingga pertimbangan feodalis 
tersebut adalah keliru, dan yang oleh Hakim banding 
telah dianggap tepat: 

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan terse- 
but Mahkamah Agung berpendapat : 
mengenai keberatan ad. 1,2 dan 3: 

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibe- 
narkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan 
hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal 
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan 
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi 
hanya berkenaan dengan ketidakwenangan, atau salah 
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai 
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimak- 
sud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 
tahun 1985: 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim- 
bangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata 
bahwa putusan judex facti dalam perkara ini berten- 
tangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permo- 
honan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Pr. TI 
MAKKAH binti TGK. BEN dan kawan tersebut harus ditolak: 

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon kasasi 
sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka 
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 
kasasi ini: 


Memperhatikan......... 


Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 
No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 
yang bersangkutan: 

MENGADILI 

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon 
kasasi: 1. Pr. TI MAKKAH binti TCK. BEN, dan 2. SYARI- 
FUDDIN bin SALEH tersebut: 

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar 
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 
sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah): 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa- 
ratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Pe- 
bruari 2001 oleh H. Toton Suprapto, SH. Ketua Muda 
AN Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung 
| sebagai Ketua Sidang, I Nengah Wedastra, SH. dan 


lime Soedarko, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam 
RA 





Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 
Sidang tersebut dengan dihadiri oleh I Nengah Wedastra, 
SH. dan Soedarko, SH. Hakim-Hakim Anggota, D. Zega, SH. 


Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua 


belah pihak: 


Hakim-Hakim Anggota: Ketua, 
ttd, ct, 

I Nengah Wedastra, SH. H. Toton Suprapto, SH. 
ttd, 


Soedarko, SH. 


Bi -bi, Panitera Pengganti, 


1. Meterai....,... Rp. 6.000,- Cr, 


2. Redaksi........ Rp. 1.000,- D. Zega, SH. 


Untuk salinan: 


samgn Agung Republik Indonesia 






&rektur Perdata, leg 


040015551 


